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Abstrak

Dalam negara hukum materiil pemerintah wajib bertindak berdasarkan atas hukum
yang mengatur, namun seiring dengan perkembangan negara hukum materiil
peraturan perundang-undangan memiliki banyak kelemahan, seperti kekaburan
norma dan lain sebagainya. Sehingga, timbul wewenang diskresi untuk
menyelesaikan hal tersebut. Wewenang diskresi dalam penerapannya kerapkali
diancam pidana. Sehingga timbul rumusan apa pejabat pemerintahan dapat dipidana
dalam menggunakan diskresi dan apa bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan metode
pendekatan konseptual, undang-undang, kasus. Pada prinsipnya wewenang diskresi
tidak dapat dipidana apabila tidak ada unsur maladministrasi di dalamnya.
Maladministrasi merupakan perilaku perbuatan melawan hukum, melampaui
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan
pelayanan publik oleh pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil atau
immaterial bagi masyarakat. Apabila dalam menggunakan wewenang diskresi
ditemukan unsur-unsur maladministrasi, maka pejabat pemerintahan dapat dimintai
pertanggung jawaban pribadi. Hukum administrasi dan hukum pidana merupakan
dua entitas norma yang berbeda. Agar diperoleh kejelasan untuk itu dirumuskan
mengenai bentuk perlindungan hukum dalam menggunakan wewenang diskresi.
Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif yang
tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara berupa asas praesumptio iustae causa dan prinsip kebijakan
tidak dapat dipidana serta perlindungan hukum represif yang tertuang dalam Pasal
21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berupa kompetensi absolut PTUN
dalam memeriksa ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan.

Kata Kunci: Wewenang, Diskresi, Pejabat, Perlindungan, Hukum.



Abstract

In a state of material law, the government is obliged to act based on the laws
governing, but in line with the development of the state of material law, legislation
has many weaknesses, such as vage norms and so on. Thus, discretionary authority
arises to resolve this matter. Discretionary powers in their application are often
punishable. So the formulation of probles is what government officials can be
punished for using discretion and what forms of legal protection arise. This study
uses a normative legal research method and uses a conceptual approach, laws, and
case. In principle, discretionary authority cannot be punished if there is no element
of maladministration in it. Maladministration is the behavior of acts against the law,
exceeds authority, uses authority for other purposes in the administration of public
services by the government which causes material or immaterial losses to the
citizen. If elements of maladministration are found in using discretionary power,
government officials can be held personally legal accountability. Administrative law
and penal law are two different norm entities. In order to obtain clarity for that, the
form of legal protection in using discretionary powers is formulated. There are two
forms of legal protection, namely preventive legal protection as stated in Article 67
of the A Government Court Act in the form of the principle of praesumptio iustae
causa and the principle of impunity and repressive legal protection contained in
Article 21 of the Public Administration Act in the form of administration court's
absolute competence in deciding whether or not an element of abuse of power exists
conducted by government officials.

Keyword: Authority, Discreation, functionary, Protection, Legal.
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